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Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antaralain
pembuatan aktajual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan aktajual beli yang dibuat di hadapan pejabat
pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan
hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus
pada Putusan Pengadilan Tinggi Y ogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT Y'Y K yang menggunakan sertipikat
pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya
peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai
keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan
hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap aktajual beli
menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian
ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh
secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian
terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/K epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum
berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan
Pengawas.

...... The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain
legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase
deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making
official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been
checked through the land office. Asthe casein the Y ogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021
PT Y YK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling
actions that result in atransfer of rights to other parties. The problem formulated in thisthesisis regarding
the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is
the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute
land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920518909&lokasi=lokal

secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials.
That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a
substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an
agreement against the element of alawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article
1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the
Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is
the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert
information by the Board of Trustees and Supervisors.



